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Penelitian ini dilatar belakangi oleh laporan Masyarakat yang
terjadi karena adanya laporan terkait terjadinya bentrokan antara
organisasi pencak silat yang ditimbulkan karena adanya pendirian tugu
pencak silat yang dimana tugu tersebut memicu konflik dan dianggap
kawasannya. Yang akhirnya berakibat kepada fatal terhadap Masyarakat
sekitar yang tidak mengetahui apa-apa tentang permasalahan tersebut.

Rumusan Masalah yang diangkat adalah: 1) Bagaiamana
mekanisme aturan perizinan dalam mendirikan Tugu Perguruan Silat di wilayah
Kecamatan Boyolang, Camprdarat, Bandung ? 2) Bagaimana peran Aparat
Penegak Hukum dalam Menetralisasi tugu perguruan silat di wilayah
Boyolang, Camprdarat, Bandung? Adapun yang menjadi tujuan dari
peneliti ini adalah: 1) Untuk mendeskrisikan bagaimana mekanisme
aturan perizinan dalam mendirikan Tugu Pencak Silat di wilayah
Kecamatan Boyolang, Camprdarat, Bandung 2) Untuk mendeskripsikan
bagaimana peran Aparat Penegak Hukum dalam Boyolang, Camprdarat,
Bandung.

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode yuridis
empiris dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumulan
data yang digunakan dalam penelitian ini ialah observasi, wawancara
dan dokumentasi. Sedangkan teknis analisa data menggunakan reduksi
data (data reduction), penyajian data (data display), ada penarikan

kesimulan dan verifikasi.
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Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Mekanismen
perizinan tugu perguruan silat ditulungagung harus melalui beberapa
tahap termasuk perizinan kepada Aparat penegak hukum setempat,
masyakarakat dan pemangku kebijakan/bakesbangpol. Lahan yang akan
didirkan tugu pencak silat haruslah lahan milik pribadi atau milik
perseorangan (anggota perguruan pencak silat), apabila tempat
didrikanya tugu pencak silat di lahan milik pemerintah ini jelas
melanggar fungsi dari fasilitas umum, atau melanggar undang-undang
prnataan ruang. 2) Peran Aparat Penegak Hukum dalam Menetralisasi
tugu perguruan silat, seperti polisi atau petugas keamanan, adalah
menjaga ketertiban dan menegakkan hukum dengan memastikan bahwa
pembongkaran tugu pencak silat dilakukan sesuai dengan prosedur
hukum yang berlaku. Ini melibatkan koordinasi dengan pihak terkait,
seperti pemerintah setempat dan pemilik tugu, serta memastikan bahwa
tindakan yang diambil tidak melanggar hak-hak individu atau norma-

norma hukum yang berlaku.
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This investigation is undermined by the report of the Society that occurred due
to the existence of reports related to the occurrence of clashes between the
organizations of the silat peak caused by the presence of the establishment of the
template of the Silat Peak which sparked the conflict and is considered its
counterpart. Which ultimately results in fatality to the surrounding community who
know nothing about the problem.

The problems raised are: 1) How is the mechanism of licensing rules in
establishing Silat College Tugu in the area of Boyolang, Camprdarat, Bandung? 2)
What is the role of the law enforcement apparatus in neutralizing silat colleges in
the area of Boyolang, Camprdarat, Bandung? The objective of this research is: 1)
To criticalise how the mechanism of licensing rules in establishing Tugu Pencak
Silat in the area of Boyolang, Camprdarat, Bandung 2) To describe how the role of
the Law Enforcement Apparatus in Boyoland, Camperdarat and Bandung.

The research method used by the researchers is empirical juridic method using
qualitative methods. The data reduction technique used in this research is
observation, interview and documentation. While the technical analysis of data
using data reduction, data display, there is the withdrawal of conclusions and
verification.

The results of this research show that: 1) The licensing mechanisms of the
colleges must go through several stages, including licenses to local law enforcement
agencies, authorities and policymakers. The land to be established must be private
or private property (members of a silat college), if the place of establishment of the
silat campus on this government-owned land clearly violates the function of a public
facility, or violates spatial legislation. 2) The role of the law enforcement agency in

neutralizing the evidence of a silat college, such as the police or security officers,
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is to maintain order and enforce the law by ensuring that the dismantling of the
evidence is carried out in accordance with the applicable legal procedures. This
involves coordination with relevant parties, such as local governments and property
owners, as well as ensuring that the actions taken do not violate individual rights or

applicable legal norms.
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